5.1.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Putusan 90/PUU-XX1/2023 bukan yang pertama kali memiliki
permasalahan mengenai concurring opinion, terdapat pula putusan 34/PUU-
X1X/2021 yang pernah dipermasalahkan concurring opinion dari Hakim
Konstitusi. Namun Putusan 90/PUU-XXI1/2023 tetap dengan karakternya
sendiri karena setiap hakim memberikan pendapatnya masing-masing di
dalam putusan. Selain itu concurring opinion dalam putusan 90/PUU-
XX1/2023 memberikan dampak yang berbeda dalam putusan apabila opini
tersebut masuk kedalam rumpun yang tidak mengabulkan permohonan,
berbeda dengan putusan 34/PUU-XIX/2021 yang apabila concurring nya
masuk kedalam rumpun yang tidak mengabulkan permohonan, tetap tidak
mempengaruhi hasil amar putusan karena hakim yang mengabulkan
permohonan tetap memiliki suara terbanyak atau mayoritas. Dampak yang
ditimbulkan memang sama-sama mempengaruhi atensi dari publik, namun
perbedaannya ada pada efek yang diberikan ke peraturan perundang-
undangan dan publik terkait undang-undang yang diberlakukan. Putusan
90/PUU-XXI1/2023 membuat syarat batas usia capres-cawapres menjadi
berubah sampai kapanpun kecuali ada revisi undang-undang atau pengujian
undang-undang lagi.

Karakter seperti Putusan 90/PUU-XXI1/2023 baru pertama kalinya
terjadi, concurring opinion dari hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel
Yusmic P. Foekh yang tidak sesuai dengan definisi dan teori yang selama
ini dibangun mengenai concurring opinion. Bila membaca lebih dalam
mengenai pendapat yang dimiliki oleh kedua hakim tersebut, seharusnya
opini dari hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh masuk
kedalam rumpun yang tidak mengabulkan permohonan apabila amar
putusannya adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
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termasuk pemilihan kepala daerah” karena mereka berdua mengabulkan
permohonan pada posisi “jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah” hanya untuk kepala daerah tingkat
provinsi atau gubernur. Putusan 90/PUU-XXI1/2023 ini dapat dikatakan
sebagai putusan pluralitas, dimana suara mayoritas terbelah menjadi suara
yang berbeda. Bila merujuk pada prinsip the marks rule yang mengambil
lingkup yang paling sempit, maka lingkupnya ada pada jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dalam tingkat
provinsi atau gubernur. Tidak terdapat putusan mayoritas sebagaimana
putusan 90/PUU-XX1/2023 karena tidak ada suara mayoritas didalamnya
yang mengakibatkan perubahan syarat batas usia Capres dan Cawapres
tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut Jimly Asshiddigie, istilah concurring opinion adalah alasan
berbeda mengenai pendapat hukum yang mendasari amar putusan yang
sama. la juga mengatakan bahwa concurring opinion mendeskripsikan
putusan yang memuat persetujuan satu atau lebih Hakim Konstitusi kepada
pendapat mayoritas Hakim Konstitusi lainnya, namun hanya memiliki
argumentasi atau penalaran hukum yang berbeda. Menurut Penulis, setelah
mengkaji beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdapat concurring
opinion, memberikan arti bahwa concurring opinion adalah pertimbangan
atau argumentasi hukum yang berbeda dari seorang hakim dengan hakim
lainnya namun tetap mendasari amar putusan yang ada, tidak membuat amar
putusan yang lain atau baru. Sehingga jika mengkaji dari definisi atau teori
yang ada, penempatan concurring opinion dalam Putusan 90/PUU-
XX1/2023 tidak benar, karena tidak terdapat persetujuan dari hakim Enny
Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh apabila dirubah sebagaimana
amar putusan 90/PUU-XXI1/2023. Mungkin kedua hakim tersebut setuju
apabila undang-undang tersebut diuji dan dirubah pemaknaannya, tetapi
skala perubahannya hanya ada pada gubernur atau kepala daerah tingkat

provinsi.
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5.2.

Saran

Dengan terjadinya konflik yang terjadi dalam menanggapi
concurring opinion yang ada dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 serta
dampak besar yang ditimbulkan, diperlukan perubahan undang-undang atau
revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Mahkamah Konstitusi. Perumusan norma baru untuk mendefinisikan
concurring opinion dan dissenting opinion bisa meminimalisir terjadinya
konflik concurring opinion seperti yang terjadi di putusan 90/PUU-
XX1/2023  untuk  kedepannya. Pertanyaan-pertanyaan = mengenai
penggolongan concurring opinion masuk kedalam rumpun hakim mayoritas
atau tidak, dapat diperjelas dengan adanya peraturan yang mengatur agar
penggolongannya tidak salah atau keliru lagi. Alangkah baiknya bila
mengadopsi definisi atau teori dari Jimly Asshiddigie dari bukunya, karena
beliau merupakan orang yang berjasa untuk Mahkamah Konstitusi di

Indonesia.

Diperlukan juga adanya delibrasi pendapat antar Hakim Konstitusi
ketika menjalankan Rapat Permusyawaratan Hakim ketika sudah terdapat
peraturan yang mengatur atau rangka acuan untuk penggolongan concurring
opinion dan dissenting opinion. Setiap hakim saling menilai pendapatnya
masing-masing supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai
pendapatnya sendiri, setelah setiap hakim memberikan pendapatnya
masing-masing terhadap perkara yang sedang dibahas, baru ke tahap
menggolongkan apakah pendapat tersebut mengabulkan permohonan atau
tidak, concurring opinion atau tidak, dan dissenting opinion atau tidak.
Diperlukan langkah yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga
marwahnya sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia supaya
menjadi lembaga pengadilan yang adil dan dapat dipercaya oleh

masyarakat.
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